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KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /?46/V.O3/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN, KOORDINATOR, KUASA BENDAHARA UMUM

DAERAH DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI RAMPUNG SERATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan

keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran

2022 agar be垂Jan efektif, efisien dan terarah, Perlu ditetapkan

Pemegang Kekuasaan, Koordinator’ Kuasa Bendahara Umum

Daerah (Kuasa BUD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun

Anggaran 2O22;

b・ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Lampung Selatan.

Mengingat　　‥ 1・ Undang-Undang Nomor 28　Tahun 1959　tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor

6　Tahun 1956　tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor　　28　　Tahun　1999　　tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl’

Kolusi dan Nepotisme;

3・ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2OO3　tentang Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung |Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4　tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7・ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



8・ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014　tentang Pemerintahan

Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 2O2O tentang Cipta

Ke基ja;

9・ Peraturan Pemerintah Nomor　39　Tahun　2OO7　tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2O19　tentang

誓ngelolaan Keuangan Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungj awaban Bendahara serta Penyampalannya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor　77　Tahun　202O

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lanpung Selatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lanpung Selatan Nomor lO

Tahun 2020;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor　9

Tahun　2020　tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun

202 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O22;

16. Peraturan Bupati Lanpung Selatan Nomor　47　Tahun　2021

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Selatan;

17・ Peraturan Bupati Lanpung Selatan Nomor　37　Tahun　2021

tentang Perjabanm Anggaran Pendapatan dan BelaI可a Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Angga]ran 2022・

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemegang Kekuasaan, Koordinator, Kuasa Bendahara Umum

Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah,

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran　2022, dengan

SuSunan PerSOnalia sebagaimana tercantum dalam lamplran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ml;

Tugas dan tanggung jawab pemegang kekuasaan, koordinator,

Kuasa Bendahara Umum Daerah dan pelaksana Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum

kesatu tercantum dalam lanpiran II dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini;



KETI GA

KEEM PAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Dalan melaksanakan tugasnya, Pemegang Kekuasaan dan

Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati Lampung Selatan. Sedangkan Kuasa Bendahara

Umum Daerah dan Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah

bertanggung 」aWab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada P匂abat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara

Umum Daerah;

Unttk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pemegang Kekuasaan,
Koordinator, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dan Pelaksana

Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan tanbahan

Penghasilan sebagaimana tercantum dalam lanplran II keputusan
lnl;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku) maka Keputusan Bupati

Lampung Selatan Nomor : B/2/V.O3/HK/2O22, tangga1 3 Januari

2O22　tentang Koordinator dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran

2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belar可a Daerah

Kabupaten Lanpung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang

dalan DPA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lampung Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliand争

Padatangga1 6いへ久　　　2O22

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth :

1・ Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

2. Inspektur Kabupaten LamDung Selatan.
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KOORDINATOR, KUASA BUD DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022
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BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN II :　KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR　: B/　　　　/V.03/HK/2022

TANGGAL :　　　　　　　　　　　　　　　　2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR DAN PELAKSANA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

I. BUIRATI (Pemegang K表uasaan pengelolaan Keuangan Daerah)

1・ Bupati Lampung Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalan kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

Pada ayat ( 1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, ranCangan Perda tentang

PeIubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, ranCangan Perda tentang

Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

C・ menetaPkan Perda tentang APBD, ranCangan Perda tentang perubahan APBD,

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

telah mendapat persetujuan bersana DPRD;

d. menetapkan keb$akan terkait pengelolaan keuangan daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan

keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan keb$akan pengelolaan APBD;

g・ menetaPkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan p匂abat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah ;

J. menetaPkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

daerah;

k・ menetaPkan pQjabat yang bertugas melakukan penguJlan ataS tagihan dan

memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan p匂abat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

SeSuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesual dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

II. SEKRERARIS DAERAH (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

berkaitan dengan peran fungsinya dalam membantu kepala daerah

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan

Pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;



2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas koordinasi dibidang :

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b・ koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, ranCangan Perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

C. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah

SeSuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

III. KUASA BENDAHA里A UMUM DAERAH (KUASA BUD), bertugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

C. menerbitkan SP2D; dan

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditur可uk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

f. menylmPan uang daerah;

g・ melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatau sahakan inve stasi;

h・ melakukan pembayaran berdasarkan permintaan IRA/KPA atas Beban

APBD;

i・ melaksanakan pemberian pmJanan daerah atas nama pemerintah

daerah;

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k・ melakukan penagihan piutang daerah.

IV. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

l. Sekretariat BPKAD mempunyai tugas :

a. mengkoordinir pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah antar

bidang;

b・ menyiapkan pelaksanaan plrUaman dan pemberian jaminan atas nana

Pemerintah daerah; dan

C. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

BUD;

2. Bidang Aset Daerah BPKAD mempunyai tugas :

a. melakuan pencatatan dan pembuatan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

dalan rangka penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. meny勾ikan informasi Barang Milik Daerah (BMD);

C. melakukan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD〉;

d・ menyimpan dan menatausahakan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah

(BMD);

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

BUD;dan

f. melakukan koordinasi antar bidang.



3・ Bidang Anggaran BPKAD mempunyai tugas :

a. menghimpun RRA-OPD berupa庇rdcQpg dan s(折CqPg dalan rangka

Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b・ menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan meng叩l

anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan BUD;

C. menyuSun Pedoman penyusunan APBD;

d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

BUD;dan　_

e. melakukan koordinasi antar bidang.

4. Bidang Perbendaharaan BPKAD mempunyai tugas :

a・ membantu mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalan

Pelaksanaan APBD;

b・ menyuSun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

C. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

d. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D〉;

e. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-

GU), Surat Permintaan Pembayanm Tambah Uang (SPP-TU), Surat

Permintaan Pembayaran (SPP-LS) ;

f. menyusun laporan realisasi DAU dan DAK;

g・ melaksanakan pengelolaan gaJI PegaWai;

h・ melakukan perhitungan gaJI PegaWai;

i・ menyimpan uang daerah;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi daerah jangka pendek;

k・ membayar kepada bendahara/Pihak ketiga atas dasar SP2D dengan Bilyet

Giro;

l. membukukan semuaJenlS Penerimaan;

m・ membuat rekapitulasi data penerimaan kas, Pengeluaran kas dan potongan

p勾ak;

n・ mengadakan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo rekening pada Bank;

O. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran daerah;

P. memantau Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditur互uk;

q・ melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

BUD;dan

r. melakukan koordinasi antar bidang・



5. Bidang Akuntansi BPKAD mempunyai tugas :

a. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung]aWaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan;

b・ melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

C. menyajikan informasi keuangan daerah;

d・ melakukan penagihan piutang daerah;

e. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

f. melakukan_PenCatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan seseuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui

rekening kas daerah;

g・ melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD;

dan

h. melakukan koordinasi antar bidang・

BUPATI RAMPUNG SELATAN,
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